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Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang

usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan

hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu

rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada tersebut PP Muhammadiyah

mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu PP Muhammadiyah mengajukan Pengujian

Undang-Undang (judicial review). Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi

dengan Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, yang pada intinya menambahkan frasa Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah

dilakukan terhadap peraturan perumahsakitan, putusan mahkamah konstitusi, serta melakukan wawancara

dengan para pemohon pengujian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa benar dalam penerbitan ketentuan Pasal 7

ayat (4) tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu juga mengakibatkan kerugian bagi para

penyelenggara rumah sakit. Oleh karena itu pengaturan Pasal 7 ayat (4) diperjelas dengan adanya

PERMENKES RI No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Walaupun sudah

adanya peraturan pelaksana, lebih baik jika Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengalami

perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, agar terdapat keselarasan antara peraturan

pelaksana dengan peraturan dasar.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Article 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital prohibits a legal entity in the hospital sector to

engage in any other sectors. Muhammadiyah is a legal entity that engages in 3 different sectors, which are

Hospital, Education, and Religious Activities. With the regulation in hand, it has brought both material and

immaterial damages for Muhammadiyah. Muhammadiyah filed a Judicial Review. Based on the

Constitutional Court Decision Number 38/PUU-XI/2013, to Article 7(4), there has been made an exception

to the rule for hospitals that is run by legal entities for profit.  This study is a normative juridical research.

Based on legal researches and interviews conducted, the findings of this analysis shows that the enactment

of Article 7(4) was not based on clear underlying reasons, and has caused disadvantages to the legal entities

engaged in the respective sector. Therefore, the rules of Article 7(4) has been clarified by the enactment of

Regulation of the Minister of Health Number 56 Year 2014 on Classification and Hospital Licensing.

Nevertheless, the revision of Article 7(4) of Law Number 44 Year 2009 on Hospital is necessary to conform

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485412&lokasi=lokal


with its implementing regulations.


